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BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan
bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari Kompetensi aparat desa
terhadap Pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Botupingge

Kabupaten Bone Bolango.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti
memberikan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya pemerintah daerah berupaya untuk meningkatkan dan
mengembangkan kompetensi dari aparat desa di Kecamatan
Botupingge Kabupaten Bone Bolango dengan upaya pelatihan,
pendidikan dan pemberdayaan agar kepala desa lebih handal dalam
pengelolaan keuangan desa.

2. Dalam upaya pembenahan dalam pengelolaan keuangan desa maka
perlu bagi aparat desa di Kecamatan Botupingge Kabupaten Bone
Bolango untuk meningkatkan disiplin kerja serta memiliki sikap yang
baik dalam upaya pengelolaan keuangan desa yang lebih baik.

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk meneliti faktor lain terkait
dengan pengelolaan keuangan desa, karena nilai koefisien determinasi

hanya sebesar 31,9%. Kemudian pengujian dan analisis data dapat
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dikembangkan dengan analisis yang lebih baik dalam menggambarkan
hubungan antar variabel bahkan indikator.
5.3 Keterbatasan Penelitian
Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan-keterbatasan.
Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini adalah:

1. Hambatan dalam waktu penelitian disebabkan karena bertepatan
dengan rapat koordinasi yang dilakukan oleh camat dan kepala-
kepala desa sehingga waktu yang dibutuhkan cukup lama dalam
pengembalian data/kuesioner.

2. Sampel dalam penelitian ini masih terbatas yaitu hanya 75
responden, maka diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat
memperluas sampel penelitian dengan menambahkan desa yang

ada di kecamatan botupingge.
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